SANKSI-SANKSI YANG DIKENAKAN TERHADAP PELANGGARAN UU ANTI MONOPOLI (UU No. 5 TAHUN 1999)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Anti Monopoli maka sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran UU ini adalah sebagai berikut:

1. 
Sanksi administratif

a. 
Penetapan pembatalan perjanjian-perjanjian oligopoli, penetapan 

harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, 

perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri;


b. 
Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi 


vertikal;


c. 
Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang 

terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan 


persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat;


d. 
Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 




penyalahgunaan posisi dominan;


e. 
Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan 


usaha dan pengambilalihan saham;


f. 
Penetapan pembayaran ganti rugi


g. 
Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,- (satu 


milyar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,- (dua 


puluh lima milyar Rupiah).

2. 
Pidana Pokok


Sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Anti Monopoli, dengan ancaman 
denda yang beragam dari yang serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,- 
(satu milyar Rupiah) hingga setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,- 
(seratus milyar Rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama 3 
bulan atau 5 bulan hingga setinggi-tingginya 6 bulan, tergantung jenis 
pelanggarannya.

3. 
Pidana Tambahan


Menunjuk ketentuan Pasal 10 KUH Pidana, dapat dijatuhkan pidana 
tambahan berupa:


a. 
Pencabutan izin usaha; atau


b. 
Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan 


pelanggaran untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris 


sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun;


c. 
Penghentian kerugian atau tindakan tertentu yang menyebabkan 


timbulnya kerugian pada pihak lain.

TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN KPPU

Eksekusi adalah upaya paksa untuk melaksanakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum eksekusi.  Dalam kerangka pelaksanaan UU Anti Monopoli, putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung yang mengabulkan keberatan pelaku usaha tidak mempunyai kekuatan eksekusi. Putusan tersebut bersufat declaratoir (menerangkan) saja, yaitu menyatakan putusan KPPU batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau menyatakan pelaku usaha tidak melanggar UU Anti Monopoli.

Ciri-ciri putusan yang mempunyai kekuatan eksekusi, yaitu:

a. 
hanya berlaku terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap;

b. 
putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir) 

Pada prinsipnya ada 3 (tiga) faktor yang mengakibatkan suatu putusan KPPU mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:

a. 
Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan terhadap putusan 
KPPU dalam tenggang waktu yang ditentukan;

b. 
Apabila Pengadilan Negeri menolak alasan-alasan keberatan yang 
diajukan oleh pelaku usaha dan tidak ada permohonan kasasi dalam 
tenggang waktu yang ditentukan;

c. 
Apabila Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menolak alasan-alasan 
keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha.

Ada dua cara melaksanakan putusan:

a. 
Secara sukarela; atau

b. 
Dengan upaya paksa.

Apabila pelaku usaha tidak menjalankan putusan KPPU secara sukarela maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (2) UU Anti Monopoli, KPPU dapat menempuh 2 (dua) upaya hukum, sebagai berikut:

1. 
KPPU meminta penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri:


1.1.
Eksekusi riil;


Eksekusi putusan yang menghukum pelaku usaha  untuk 
melakukan suatu perbuatan tertentu.  

1.2. 
Eksekusi pembayaran sejumlah uang, dengan melalui prosedur:


a. 
Penyampaian peringatan (aanmaning) kepada pelaku usaha;


b. 
Perintah eksekusi; dan


c. 
Penjualan lelang.

2. 
KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan 
penyidikan (untuk menerapkan sanksi pidana). 


Dalam hal ini, terdapat mekanisme dimana keterangan dari pelaku 
usaha yang tercantum dalam BAP KPPU akan diperiksa kembali oleh 
aparat kepolisian dan pemeriksaan akan dilakukan dengan mengikuti 
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).   
Aparat kepolisian akan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum 
pidana dalam memeriksa pelaku usaha.

